
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.826, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Izin Usaha 
Pemanfaatan Hutan Kayu. Hutan Tanaman 
Rakyat. Permohonan. Tata Cara. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.31/MENHUT-II/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 
P.55/MENHUT-II/2011 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA 

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT 
DALAM HUTAN TANAMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (7) Peraturan  
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, 
ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam 
hutan tanaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri; 

b. bahwa ketentuan huruf a, telah ditetapkan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 
tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 
Rakyat Dalam Hutan Tanaman; 
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c. bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan 

Menteri tersebut pada huruf b, Peraturan Menteri 
perlu disempurnakan guna kepastian dan 
kemudahan berusaha atas usaha pemanfaatan hasil 
hutan pada hutan tanaman rakyat dalam hutan 
tanaman; 

d. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a sampai 
dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 
tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 
Rakyat Dalam Hutan Tanaman; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana  telah  
diubah dengan  Undang - Undang Nomor 19 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik   Indonesia   Nomor  4437 
) , sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 140); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011; 

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-
II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan 
Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir 
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat; 
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